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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 

tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h{a h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zak Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض

 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z{a z{ zet (dengan titik di bawah) ظ



 ain …. ‘…. koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 ya  Y Ye ي

 

2. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath}ah A A 

 

 

 d }amah U U 

 

Contoh: ََكَتَب - kataba   َيَذْهَب - yaz \habu 

  َ 



  su'ila – س ئِلََ   fa‘ala - فَ عَلََ 

2) Vokal rangkap (diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama@ Gabungan 

Huruf  

Nama 

 Fath}ah dan ya Ai a dan i    ي  

 Fath}ah dan        و  

wawu 

Au a dan u 

 Contoh:   ك يْف - kaifa     ه وْل – haula 

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda  

Nama 

 fath}ah dan alif  Ā a dan garis di ...ا…
atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di .…ي    
atas 

 

و -----  
d}ammah dan 

wawu 
Ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 qīla - قِيْل     qāla - ق ال  

 yaqūlu – يقول     ramā -ر مى

4. Ta Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua: 

  َ    َ  

 

  َ  َ  

  َ 



1) Ta  marbu>t}ah hidup 

ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbu>t}ah mati 

Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat h }arakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan  dengan ha (h) 

contoh: 

طفال الأ روضة  Raud}ah al-At }fāl 

المنوره المدينة  al-Madīnah al-Munawwarah 

T طلحة }alh}ah 

 
 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang 

kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dari segi 

materi, Hukum Islam mencakup Hukum Ibadat dan Hukum Muamalat. Hukum 

Ibadat mengatur manusia dengan Allah SWT. Sedangkan Hukum Muamalat yang 

mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta 

mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pidana, kepemerintahan, dan 

internasional. 

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar 

sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan 

dalam Hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, 

perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata 

Negara, hukum antar bangsa dan antar golongan, dan sebagainya.
1
 Dari 

pengertian muamalah tersebut, maka sangat jelas bahwa muamalah mempunyai 

ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan. 

Misalnya, bidang agama, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya 

dan sebagainya. 

Pada zaman yang serba modern ini manusia telah mengenal berbagai 

macam akad, karena pada kenyataannya hal ini menunjukkan bahwa betapa 

                                                           
1
 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam (Jilid III Muamalah), cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1993), hlm. 2. 
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kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad). Akad  yang 

memfasilitasi berbagai kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat 

betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah 

muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. 

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia 

merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad 

seorang lelaki dapat dipersatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan 

bersama, dan melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat 

dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan 

dan jasa orang lain. 

Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan 

syara>’, yang karenanya timbullah beberapa hukum.
2
 Akad terdiri dari dua aqid,  

objek akad, dan tujuan atau maksud pokok diadakannya akad tersebut. Akad 

dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. 

Adapun akad sewa menyewa (al-ija>rah) yang tergolong dalam akad bernama 

menurut perhitungan az-Zarqa‟. Akad tersebut meliputi: sewa (al-Ija>rah), 

penempaan (al-istishna’), jual-beli (al-ba>i’), penanggungan (al-kafalah), 

pemindahan utang (al-hiwalah), pemberian kuasa (al-wakalah), perdamaian (ash-

shulh), persekutuan (asy-syirkah), bagi hasil (al-mudharabah), hibah (al-hibah), 

gadai (ar-rahn), penggarapan tanah (al-muzara’ah), pemeliharaan tanaman (al-

                                                           
2
 Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Pegantar Fiqh Muamalah, cet. ke-1 (Jakarta: 

Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 27. 
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mu’a>malah/al-musaqah), penitipan (al-wadi’ah), pinjam pakai (al-‘ariyah) 

pembagian (al-qismah), wasiat-wasiat (al-washaya) perutangan (al-qardh’).3 

Suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari bahwa akad sangat berpengaruh 

dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan manusia dengan manusia 

lainnya. Dalam menjalankan praktek muamalah, kita tidak hanya menggunakan 

rasio akal tetapi juga berpegang pada al-Qur’a>n dan hadis sebagai dasarnya. 

Namun terkadang manusia lupa akan hakikat dari akad itu sendiri apakah akad 

yang dijalankan telah memenuhi syariat Islam atau belum atau bahkan melenceng 

dari syariat Islam karena banyaknya bentuk dari akad itu sendiri termasuk akad 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah akad sewa (ija>rah) yang sudah sangat 

berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli Hukum Islam (jumhur 

ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara Ijab dan Kabul yang 

dibenarkan oleh syara>’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”
4
 

Adapun kontrak sewa merupakan jual beli dengan mengambil manfaat dan 

aturan yang berkenaan dengan kontrak jual beli seperti dalam praktek khiya>r ar-

ru’yah, khiya>r al-‘ayb, khiya>r asy-syart, faskh, dan iqa>lah  (bukan syuf’ah) juga 

mempraktekkan cara itu.
5
 Menurut Dr. Muhammad Syafi‟I Antonio, Ija>rah 

adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
6
  

                                                           
3
 Syamsul Anwar , Hukum Perjanjian Syariah, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm. 75. 
4
 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 

46. 
5
 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-1 (Jogjakarta: Islamika, 2003), hlm. 228. 

6
  Mardani , Fiqh Ekonomi Syariah, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247. 
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Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa ialah 

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 

suatu waktu tertentu dan dengan pembayara sesuatu harga, yang oleh pihak 

tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
7
 Sewa disyari‟atkan 

berdasarkan Al-Qur’a>n dan sunnah, ija>rah sebagai suatu transaksi yang sifatnya 

saling tolong-menolong. Menurut firman Allah, yang menjadi landasan dari 

ija>rah adalah sebagai berikut: QS. Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:  

                  

                      

       

 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan 

antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah 

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 

 

Untuk ija>rah yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa 

dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan 

persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi 

syarat berpartisipasi dalam kontrak ija>rah dan harus ada harga sewa yang pasti.
8
 

Objek ija>rah tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

                                                           
7
  Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1548. 

8
 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 471.  
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sebelumnya pada saat kontrak  belum berakhir, dan boleh dijual apabila kontrak 

itu selesai. 

Objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, berikut 

segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ija>rah 

mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti 

bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa atau perburuhan terhadap 

sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
9
 

Sedangkan akad yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah akad 

jual beli dan akad sewa. Adapun akad sewa yang berkembang ditengah-tengah 

masyarakat saat ini adalah akad sewa yang berkaitan dengan tanah pertanian, 

perikanan, perkebunan, sewa guna usaha atau untuk bangunan dan lain 

sebagainya. Namun akad yang berkembang biasanya sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat. 

Lahirnya sewa tanah ini, pada dasarnya untuk menampung kebutuhan 

ekonomi khususnya kaum buruh atau kaum kecil, yang pada awalnya 

memberikan kemudahan pada para pemilik tanah dalam memenuhi kebutuhannya 

dengan jalan menyewakan tanahnya pertahun kepada mereka yang 

membutuhkan. Dan penerima sewa tersebut bersedia untuk menyewa tanah 

selama tanah itu masih bisa digunakan dan diambil manfaatnya. Akan tetapi, 

apabila tanah tersebut telah habis digunakan, maka berakhirlah akad sewa tanah 

tersebut. Berakhirnya akad sewa tanah tersebut didasari oleh habisnya objek atau 

rusaknya dzat dari objek tersebut yaitu habisnya tanah pekarangan guna 

                                                           
9
 Helmi Karim, fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.  
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pembuatan batu bata. Dalam hal ini, terlihat sangat jelas adanya suatu kerusakan 

atau batil dalam akad sewa tanah pekarangan tersebut, walaupun kedua belah 

pihak menyadari betul adanya hal tersebut. 

Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, akad sewa tanah pertanian atau tanah 

pekarangan ini sangat berkembang pesat. Karena semakin meningkatnya 

kebutuhan ekonomi dan segi sosial bagi kaum buruh, membuat akad sewa tanah 

pertanian atau tanah pekarangan ini diminati banyak orang khususnya di Desa 

Kebasen. Meskipun pada prakteknya, akad yang digunakan terkadang kurang 

memenuhi syariat Islam, dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.  

Akad sewa tanah pertanian atau tanah pekarangan  yang berkembang di 

desa Kebasen ini terdapat dua jenis yaitu ada yang menyebutnya dengan jenis 

sewa tanah rolasi (bahasa Jawa) yaitu sistem sewa tanah dengan cara bagi hasil 

yang mana penyewa tanah menghasilkan 12.000 batu bata kemudian dibagi 

menjadi dua yang 2.000 diberikan kepada pemilik tanah dan yang 10.000 adalah 

milik penyewa tanah dan upah yang diterima pekerja pun adalah sistem borongan 

yaitu menerima upah sebelum atau setelah pembuatan batu bata selesai. Dan 

yang kedua adalah sistem sewa secara umum yaitu sistem sewa dengan 

pembayaran sewa yang ditentukan kedua belah pihak namun dalam pembuatan 

batu bata tidak ada sistem bagi hasil dengan pemilik tanah. Namun menurut arti 

yang sebenarnya, sewa adalah menjual manfaat tanpa merusak objek sewa 

tersebut dengan kata lain menimbulkan kerusakan pada dzat yang menjadi objek 

sewa tersebut. Tetapi pada prakteknya, sewa tanah pertanian atau tanah 

pekarangan yang terjadi di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten 
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Banyumas ini tidak sesuai dengan arti sewa yang sebenarnya. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu penyewa tanah, Bapak Husein yang beralamat di 

RT 01 RW 01 Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, 

mengatakan:  

“Ya, Saya menyewa tanah pekarangan kepada ibu Siah, tetapi tanah 

pekarangan tersebut saya gunakan untuk membuat batu bata. Memang 

disini banyak yang menggunakan sistem sewa tanah tersebut, ada yang 

menyewa tanah pertanian, ada juga yang menyewa tanah pekarangan, 

tergantung kebutuhan tanah sebagai bahan pembuatan batu bata merah.” 
10

 

 

Melihat fenomena yang terjadi dalam praktek  sewa tanah pertanian atau 

tanah pekarangan yang digunakan untuk membuat batu bata tersebut, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaimana praktek sewa 

tanah pertanian yang digunakan untuk membuat batu bata tersebut dan 

menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus di Desa Kebasen 

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas). 

 

B.  Definisi Operasional 

1. Sewa 

Sewa (al-ija>rah) adalah suatu transaksi sewa antara pihak penyewa 

dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil 

manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.
11

 Maksudnya adalah 

bahwa barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harga 

                                                           
10

 Wawancara dengan Bapak Husein, sebagai  penyewa tanah pekarangan pembuatan batu 

bata, tanggal 20 November 2014. 
11

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

hlm. 150. 
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dan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur 

paksaan. 

Sewa menurut objeknya dibagi menjadi dua macam, yaitu: ija>rah al‟ain 

yaitu manfaat atau jasa dari suatu benda seperti sewa menyewa rumah untuk 

ditempati, sedangkan ija>rah ad-dzimah yaitu manfaat atau jasa dari tenaga 

seseorang atau disebut juga upah-mengupah seperti upah mengetik skripsi.
12

 

Perjanjian sewa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perjanjian sewa yang 

berkaitan dengan manfaat dari suatu objek tertentu yaitu tanah pekarangan 

yang digunakan untuk membuat batu bata yang berada di desa Kebasen 

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan 

untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur’a>n, hadits 

Nabi Muhammad S.A.W., pendapat sahabat dan tabi‟in maupun pendapat 

yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.
13

 

Arti dari tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa tanah pembuatan 

batu bata merah ini adalah bahwa adanya kesenjangan antara teori atau makna 

dari sewa yang sebenarnya dengan praktek sewa yang dilakukan oleh salah 

satu masyarakat desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. 

Karena pada dasarnya arti sewa yang sebenarnya adalah akad untuk 

                                                           
12

 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet. ke-1 ( (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.  

277. 
13

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1997), hlm. 575. 
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mengambil manfaat dengan jalan penggantian
14

. Maksudnya bahwa akad 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian itu adalah kita harus mengganti 

atau memberi imbalan atas suatu barang yang telah disewa tanpa merusak 

objeknya seperti memberi upah atas jasa seseorang yang telah menggarap 

kebun kita, atau kita hanya memanfaatkan tanah yang kita sewa dengan jalan 

mengambil panen atas tanaman yang kita tanam. Dengan kata lain, kita tidak 

merusak objek  suatu barang yang telah kita sewa seperti yang ada pada kasus 

praktek sewa tanah pembuatan batu bata merah di Desa Kebasen Kecamatan 

Kebasen Kabupaten Banyumas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan 

pokoknya adalah bagaimana praktek sewa tanah yang digunakan untuk membuat  

batu bata tersebut sudah sesuai dengan arti ija>rah yang sebenarnya atau belum. 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1.  Bagaimana praktek sewa tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata 

merah di desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa tanah pembuatan 

batu bata merah di desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas? 

 

 

 

                                                           
14

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, cet. ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 

115. 
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran tentang praktek sewa tanah yang digunakan 

untuk pembuatan batu bata merah di desa Kebasen Kecamatan Kebasen 

Kabupaten Banyumas. 

2. Untuk mengetahui informasi secara aktual tentang praktek sewa tanah 

pembuatan batu bata merah tersebut apakah telah sesuai dengan Hukum 

Islam. 

Sedangkan kegunaan daripada penelitian dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

1. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka 

keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan tentang 

praktek sewa tanah pembuatan batu bata tersebut. 

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan 

akad sewa tanah tersebut. Bukan sekedar kesepakatan kedua belah pihak dan 

objek yang telah ditentukan tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah 

praktek sewa tanah tersebut telah sesuai dengan arti sewa yang sebenarnya 

atau tidak.   

E. Telaah Pustaka 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa 

telaah pustaka pada bagian muamalah yang khususnya mengatur bagaimana 
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praktek sewa tanah menurut hukum Islam. Adapun beberapa buku yang 

mendukung dan berhubungan dengan permasalahan ini adalah: 

Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah mengutip dari bukunya 

Muhammad Syafi‟I Antonio yang berjudul Bank Syariah Wacana Ulama dan 

Cendekiawan mengatakan bahwa, ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atas  

barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
15

  

Helmi Karim dalam bukunya Fiqh Mua>malah menyebutkan bahwa objek 

yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala 

manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ija>rah mestilah 

berupa sesuatu yang mubah, dan bukan sesuatu yang haram.
16

  

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk yang berjudul Fiqh 

Muamalat mengatakan bahwa al-ija>rah adalah akad atau transaksi manfaat atau 

jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 

atau jasa dari suatu benda disebut ija>rah al‟Ain, seperti sewa menyewa rumah 

untuk ditempati. Dan bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari 

tenaga seseorang disebut ija>rah ad-Dzimah  atau upah mengupah, seperti upah 

mengetik skripsi, dan lain-lain.
17

 Adapun dasar hukum ija>rah yang ada dalam 

bukunya Hendi Suhendi mengatakan “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan 

membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu 

dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” 

                                                           
15

  Mardani, Fiqh Muamalah,... hlm. 247. 
16

  Helmi Karim, Fiqh Muamalah,..  hlm. 36. 
17

  Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah,...  hlm. 285. 
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(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).
18

 Maksudnya bahwa apabila kita membayar 

seseorang dengan hasil tanaman yang tumbuh dari tanaman kita itu tidak sepadan 

dengan apa yang telah mereka kerjakan dalam merawat tanaman kita, oleh 

karenanya hanya dengan upah seperti uang, emas atau peraklah yang sepadan 

dengan hasil kerja keras mereka. 

Sedangkan perbedaan dari keempat buku diatas, adalah adanya 

pemindahan kepemilikan atas barang atau objek sewa tersebut, serta akad sewa 

dalam penelitian ini tidak termasuk kedalam golongan ija>rah al‟Ain yaitu 

mengambil manfaat dari suatu benda maupun ija>rah ad-Dzimah yaitu upah-

mengupah karena sewa yang terjadi dilapangan adalah adanya pengambilan 

materi pada objek sewa tersebut sehingga menimbulkan kerusakan yang fatal 

selama masa sewa berlangsung. Bahkan masa sewa belum berakhir pun, objek 

sewa masih diambil secara terus-menerus. 

Dalam bukunya A. Rahman I Doi yang berjudul Muamalah dan bukunya 

Nasrun Haroen yang berjudul Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa unsur-unsur 

penting dalam ija>rah  terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang 

disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak ija>rah 

dan harus ada harga sewa yang pasti.
19

 Karena ija>rah merupakan bentuk kegiatan 

muamalah yang memenuhi keperluan hidup manusia tanpa mengambil materi 

pada suatu objek sewa tetapi hanya mengambil manfaatnya saja.
20

 

                                                           
18

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,...  hlm. 117. 
19

  A. Rahman I Doi,  Muamalah,... hlm. 43. 
20

  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229. 



13 
 

 
 

Sedangkan Joseph Schacht dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Hukum Islam menyebutkan bahwa kontrak sewa merupakan jual beli dengan 

mengambil manfaat dan aturan yang berkenaan dengan kontrak jual beli  seperti 

dalam praktek khiya>r ar-ru‟yah, khiya>r al-ayb, khiya>r asy-syart, faskh dan iqa<lah 

(bukan syuf‟ah) juga mempraktekkan cara itu.
21

 Seperti yang dikatakan oleh Sri 

Nurhayati dan Wasilah dalam bukunya Akuntansi Syariah di Indonesia 

mengatakan ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset 

atau jasa sementara hak kepemilikian aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya 

penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah. Dan 

ketentuan syariah menyebutkan bahwa manfaat dari aset atau objek ija>rah dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak dan dibolehkan secara syariah 

(tidak diharamkan) serta jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan 

jelas, misalnya 2 tahun.
22

 

Perbedaan yang ada dari ketiga buku diatas adalah bahwa adanya 

pengambilan materi pada objek sewa tersebut sehingga lama-kelamaan 

mengalami kerusakan dzat pada objeknya, kemudian jangka waktu sewa yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak ini tidak ditentukan dengan jelas (mungkin 

dapat dihentikan apabila objek sewa telah habis digunakan), serta tidak ada bukti 

nyata dalam perjanjian sewa tersebut karena perjanjian mereka hanya dilakukan 

secara lisan sehingga pemilik tanah tidak bisa menuntut apa-apa jika objek sewa 

tersebut mengalami kerusakan yang fatal.  

                                                           
21

 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, cet. ke-1 (Jogjakarta: Islamika, 2003), hlm. 289. 
22

 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntasi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 

hlm. 226. 
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Ahmad Dahlan dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah (Teoritik, 

Praktek, Kritik) menyebutkan ija>rah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ownership, milkiyah) atas barang tersebut. Dan ongkos sewa 

(ujrah) berprinsip pada kelenturan (flexsibility) sesuai dengan waktu, tempat dan 

jarak.
23

  

Dalam bukunya Muhammad yang berjudul Manajemen Pembiayaan 

Bank Syari‟ah mengatakan bahwa transaksi ija>rah dilandasi dengan adanya 

perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). 

Jadi pada dasarnya, prinsip ija>rah sama dengan prinsip jual beli, tapi 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 

transaksinya barang, pada ija>rah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. 

Dan penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat 

akad atau menurut kelaziman penggunaannya.
24

 

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian 

Islam di Indonesia menyebutkan unsur esensial dari sewa sebagaimana yang 

diatur dalam KUHPerdata adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka 

waktu. Salah satu rukun dan syarat sahnya perjanjian adalah objek sewa dapat 

diserahkan, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh 

                                                           
23

 Ahmad Dahlan,  Bank Syariah, Teoritik, prakti, kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 117 

dan 188. 
24

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah (Yogyakarta: Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN), hlm. 147. 
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agama serta harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan 

disewa dan harga sewa atas barang tersebut.
25

 

Perbedaan yang terdapat dari ketiga buku diatas, adalah bahwa upah 

sewa tempat yang dibayarkan tidak disesuaikan dengan seiringnya waktu 

melainkan telah ditetapkan sejak awal perjanjian hingga perjanjian itu selesai, 

adanya penggunaan objek sewa yang tidak lazim oleh penyewa tanah yaitu 

mengambil materi dari objek sewa tersebut sehingga mengalami kerusakan pada 

dzatnya. Serta jangka waktu sewa dalam penelitian ini kurang jelas apakah 

jangka waktu sewa berakhir dalam waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian 

ataukah jangka waktu sewa berakhir ketika terjadi kerusakan yang fatal pada 

objek sewa tersebut. 

Skripsi yang ditulis oleh Heni Mujiati yang berjudul 

Pertanggungjawaban Sewa Menyewa Rumah Menurut KUHPerdata dan Hukum 

Islam, bahwa penelitian tersebut menyebutkan apabila objek sewa rusak atau 

musnah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik sepenuhnya dan 

penyewa tidak bertanggung jawab kecuali barang tersebut rusak atau musnah 

karena disengaja. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Asfiyah tentang 

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Motor Menurut Perspektif Hukum Islam, 

menyebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang terjadi dalam 

dua akad satu transaksi, perjanjian tersebut terjadi sesuai adat kebiasaan yang ada 

pada saat itu dan proses perpindahan hak milik barang adalah diakhir masa sewa.  

                                                           
25

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, cet ke-1 (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70 dan 73. 
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Perbedaan yang ada dari skripsi diatas adalah bahwa tanggung jawab 

yang terjadi pada objek sewa ini adalah menjadi tanggung jawab pemilik 

sepenuhnya ketika masa sewa berakhir padahal objek sewa tersebut rusak dengan 

sengaja oleh penyewa, kemudian objek sewa yang dipersewakan merupakan 

benda tidak bergerak dan tidak adanya perpindahan kepemilikan diakhir masa 

sewa. 

Dari berbagai literatur yang telah penulis uraikan diatas, sepanjang 

pengetahuan penulis, penulis belum menemukan literatur yang secara khusus 

membahas tentang praktek sewa tanah menurut pandangan hukum Islam, 

khususnya dalam praktek sewa tanah pembuatan batu bata merah di desa 

Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara 

garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi beberapa bab dan 

masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang sistematika penulisannya sebagai 

berikut: 

Pada bab pertama berisi tentang fenomena yang terjadi pada objek 

penelitian serta hal-hal yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu  latar 

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan mafaat 

penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua berisi tentang Landasan Teori yang membahas tentang 

praktek sewa apakah penelitian ini telah sesuai dengan arti sewa yang sebenarnya 

atau belum, yaitu terdiri dari pengertian ija>rah, dasar hukum ija>rah, rukun dan 
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syarat-syarat ija>rah, sifat dan hukum ija>rah, status objek ija>rah, pembagian dan 

hukum ija>rah, macam-macam ija>rah dan berakhirnya akad ija>rah. 

Bab ketiga berisi Metode Penelitian yang merupakan cara untuk 

menjawab bagaimana dan seperti apa penelitian itu dilaksanakan yaitu  meliputi 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat membahas Hasil Penelitian yang terdiri dari dua 

pembahasan yaitu gambaran umum yang memuat tentang letak geografis dan 

sejarah singkat desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. 

Pembahasan selanjutnya tentang praktek sewa tanah pembuatan batu bata di desa 

Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang terdiri dari objek 

perjanjian sewa, jangka waktu objek sewa, sistem dan tata cara pembayaran 

sewa, dan analisis hukum Islam terhadap praktek sewa tanah pembuatan batu 

bata di desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. 

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta 

saran-saran yang berguna untuk desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten 

Banyumas. 

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di desa Kebasen Kecamatan 

Kebasen Kabupaten Banyumas, adalah perjanjian yang didasari secara 
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sukarela dan tidak terdapat unsur paksaan. Perjanjian tersebut terjadi sesuai 

dengan adat kebiasaan yang ada tanpa diserta bukti otentik seperti surat 

perjanjian diatas materai ataupun yang lainnya mereka hanya menggunakan 

rasa saling percaya satu sama lain. Perjanjian sewa ini dilakukan dengan 

menentukan harga sewa tanah dan tempat yang disewa, serta jangka waktu 

sewa kapan sewa tersebut akan berakhir. Perjanjian yang dilakukan kedua 

belah pihak tersebut telah sesuai dengan rukun dan syara-syarat sewa yang 

sesungguhnya. Namun, selama perjanjian sewa berlangsung ternyata pemilik 

tanah merasa dirugikan karena sebelum masa sewa berakhir ternyata keadaan 

tanah sudah sangat rusak dan kemungkinan tidak bisa dijadikan sawah dan 

pemilik tanah tidak bisa berbuat apa-apa karena pemilik tanah maupun 

penyewa tanh tidak menytakan perjanjian sewa akan berakhir ketika terjadi 

kemungkinan-kemungkian yang tidak diinginkan keduanya dan pada awalnya 

mereka sepakat bahwa sewa tanah akan berakhir setelah waktu yang 

ditentukan bersama yaitu selama 3 tahun. 

2. Berdasarkan analisis hukum Islam yang penulis temukan, bahwa perjanjian 

sewa tanah pembuatan batu bata merah yang terjadi di Desa Kebasen 

Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas ini tidak sesuai dengan syariat 

Islam. Karena adanya pengambilan materi pada objek sewa secara terus-

menerus sehingga mengalami kerusakan pada dzatnya bahkan mengalami 

kerusakan yang sangat fatal. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh 

penyewa tanah secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan fasakh 
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(rusak/pembatalan) pada akad sewa yang berlangsung karena hal tersebut 

telah melanggar syari‟at Islam.  

Dalam hal ini terdapat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti 

syarat kelaziman pada barang yang dipersewakan bahwa adanya uzur pada 

objek sewa sehingga menimbulkan kerusakan pada akad yang terjadi. Hal 

tersebut berkaitan dengan adanya kerusakan objek sewa selama masa 

perjanjian berlangsung bahkan masa sewa belum berakhir tetapi kerusakan 

objek yang ditimbulkan sangatlah besar. 

B. Saran 

1. Bagi pemilik tanah dan penyewa tanah, hendaknya sebelum melaksanakan 

perjanjian harus menyiapkan bukti tertulis guna memperkuat perjanjian 

tersebut apabila terjadi sesuatu. Dalam melaksanakan perjanjian, pemilik 

tanah hendaknya mengutarakan apa yang menjadi keresahannya selama ini 

agar tidak mengalami kerugian dan penyewa tanah juga mengerti apa 

keinginan pemilik tanah yang sebenarnya. 

2. Kemudian bagi para pihak yang melaksanakan akad sewa harus mengetahui 

dulu apa arti sewa yang sebenarnya. Jika perlu akad tersebut dirubah menjadi 

akad jual beli tetapi harus ditentukan dengan jelas bahwa objek yang 

diperjualbelikan itu sah menurut Islam. Seperti apakah objek yang 

diperjualbelikan itu sudah jelas atau belum kadarnya dalam hal berapa luas 

objek tanah yang diperjualbelikan dan berapa banyak tanah yang akan 

diambil setelah akad berlangsung serta tidak ditentukan masa objek yang 

diperjualbelikan karena hal tersebut hanya ada pada akad sewa sedangkan 
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akad jual beli tidak ada karena objek yang sudah diperjualbelikan sudah jelas 

milik pembeli dan hanya pembeli yang mengetahui untuk apa barang 

tersebut dibeli.  
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